
Undang-Undang Nornor 1 Tahun · 20'.)4 tentanr; 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahuri 2004 N~)L1or 5, Tambahc n Lernbaran 
Negara Repubiik Indonesia Nornor 4355); 

4. 

3. Undang-Undang Norr.or 17 Tahun 2C03 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Repub.ik Indonesia 
Tahun 2003 Nornor u':', Tarnbahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Norr.or Lt-286}; 

I 

2. Undang-Undang Nornor 28 Tahun 1 S:99 ten tang 
Penyeienggaraan Negara ya.ng Bersih dan Bebas 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara 
Republik Indonesia 1'ah1_m 1999 Nomor 7E,, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851; 

Undang-Uridang Nornor 12 Tahun 1 S 56 tentang 
Pembentukan Daerah C1tonom. Kabupaten dalaru 
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 
Nomor 25) sebagairnana telah diubah dengan Undang 
Undang Nemer 7 Tanun 1965 tentang pembentukan 
Daerah Tingkat II Sarolanguri Bangko dan Daerah 
Tingkat II Tanjung .Jabung (Lernbaran , [egara Republik 
Indonesia T, huu 196;~ i ornor 50, Tarnbahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 2755); 

1. 

b. bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana 
dirnaksud pads hur uf a, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tcntang Sistem Akuntansi Pernerintah Daerah. 

bahwa unt.uk melakeariakan ketentuan pasal 6 ayat (4) 
Peraturan Meriteri Daiarn Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pernerintah 
Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, maka perlu 
merietapkan Peraturar: Bupati tentang Sistem Akuntansi 
Pemerintah Daerah; 

a. 

PERA T'URAN BUPA 'l'I BA T'ANG HARi 

NOMOR '\ O TAHPN 2014 

TENT ANG 
SISTEM AKUN'l'AHSi PEMERINTAH DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI l'JATA:NG HA.RI, 

-e 

Mengingat 

Menimbang 

BUPATI BATAN·G HARi 



13. Peraturan. . 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia ;rahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pernerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 
Tahun 2008 tentang Perubahan ata Peraturan 
Pemerintah Nomor Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 79 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4852 ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nornor. 40 Tahun 1994 tentang 
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nornor 3573); 

6. Undang-Undang . Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 20p4 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nornor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 
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I 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Keuangan Daerah adalah sernua hak dan kewajiban 

daerah dalam rangka Penyelenggaraan Pemerin tah 

Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di 

dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan 

sebagai unsur yang ' berkedudukan daerah 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai Unsur 

Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin 

Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah Otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Batang Bari. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya 

disingkat DPRD . adalah lembaga perwakilan rakyat 

Pasal 1 

I BAB I 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM AKUNTANSI 
PEMERINTAH DAERAH. 

MEMUTUSKAN : 

ten tang 
Daer ah 

15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Kabupaten Batang Hari Tahun 2006 Nomor 5). 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan 'standar Akuntansi Pemerintahan 
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah ( Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

14. 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tah un 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan . Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20Ll 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan M nteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedom~r. 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Repubhk 
Indonesia Tahun Nomor 310); 

13. 
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1 r: r.r 

.. 
tu gas diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian 

Bendahara Urnum Daerah . 

kewenangan penggunaan anggaran un tuk 

melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang 

dipimpinnya. 

13. Pengguna barang adalah pejabat pemegang kewenangan 

penggunaan barang milik daerah. 

14. Kuasa Bendahara Umum Daerah adalah pejabat yang 

pemegang 

. 
Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah 

(SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan APBD dan bertindak se bagai Bendahara 

Umum Daerah. 

11. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat 

BUD adalah PPKD yang bertindak . dalam kapasitas 

sebagai Bendahara Umum Daerah. 

12. Pengguna Anggaran adalah pejabat 

anggaran / pengguna barang. 

8. Satuan Kerja Pengelola Keuangan aerah yang 

selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah 

pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna 

Anggaran/ Pengguna Barang, yang juga melaksanakan 

pengelolaan keuangan daerah. 

9. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah 

adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya 

mernpunyai kewenangan menyelenggarakan 
I 

keseluruhan pengelolaan keuangan daerah. 

10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Adalah 

pengguna selaku Daerah Pemerintah 

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya 

disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan 

ditetapkan dengan' Peraturan Daerah. 

7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD · adalah perangkat daerah pada 
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15. Kuasa Penguna Anggaran adalah pejabat yang diberi 

kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan 

penguna anggaran dalam melaksanakan se bagian tugas 

dan fungsi SKPD. , 

16. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang 

selanjutnya disingkat PPK- SKPD adalah pejabat yang 

melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 

1 7. Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

di singkat PPTK adalah Pejabat pada unit kerja SKPD 

yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari 

suatu program sesuai dengan bidang tugasriya. · 

18. Bendahara penerimaan adalah pejabat fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 

menatausahakan dan mempertanggung jawabkan uang 

pendapatan daerah dalam . rangka pelaksanaan APBD 

pada SKPD. 

19. Bendahara Pengeluaran adalah pej aba t fungsional yang 

ditunjuk untuk menerima, rnenyimpan, membayarkan, 

menatausahaan dan mernpertanggung jawabkan uang 

untuk keperluan belanja daerah dalam rangka 

pelaksanaan APBD pada SKPD. 

20. Akuntansi adalah proses . identifikasi, pencatatan, 

pengukuran, pengklarifikasian, pengikhtisaran transaksi 

dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta 

penginterprestasian atas hasilnya. 

21. Standar Akuntansi Pemerintahan yang selanjutnya 

disingkat menjadi SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi 
I 

yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan 

laporan keuangan Pemerintah. 
' 

22. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah yang 

selanjutnya disingkat PSAP, adalah SAP yang diberi 

judul, nomor clan tanggal efektif. 
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23. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar 

dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktek- . 
praktek spesifik yang dipilih oleh • uatu entitas 

pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan 

keuangan. 

24. Kebijakan akuntansi Pernerintah Daerah adalah prinsip 

prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan 

dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh 

Pemerintah Daerah sebagai pedoman dalam menyusun 

dan menyajikan laporan keuangan pemerintah daerah 

untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan 

keuangan dalam rangka meningkatkan keterbandingan 

laporan keuangart terhadap anggaran, antar periode 

maupun antar entitas. 

25. Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang selanjutnya 

disingkat SAPD adalah rangkaian sistematik dari 

prosedur, penyelenggara, peralatan dan elemen lain 

untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis 

transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di 

lingkungan organisasi Pemerintah daerah. 

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 

tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh pemerin tah daerah dan D PRD, dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. 
I 

27. Berbasis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat 

transaksi dan ' peristiwa itu terjadi, tanpa 

memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau 

dibayar, 

28. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui 

pengaruh tran saksi dan peristiwa lainnya pada saat kas 

atau setara kas diterirna atau dibayar . 
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48. Kewajiban. . 

diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang 

bersangkutan maupun pada tahuri-tahun anggaran . 
berikutnya. 

4 7. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 

dan/ atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat 

dari peristiwa masa 'lalu dan dari mana manfaat 

ekonomi da.n/ atau sosial dimasa depan diharapkan 

dapat diperoleh, baik oleh pernerintah daerah maupun 

masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, 

termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan 

untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan 

surnber-sumber daya yang dipelihara karena alasan 

sejarah dan budaya, 

42. Pendapatan-Lf'A adalah semua penerimaan Rekening 

Kas Umum Daerah yang menambah saldo anggaran 

lebih dalam periode anggaran yang bersangkutan yang 

menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu 'dibayar 

kembali oleh Pemerintah Daerah. 
43. Pendapatan_LO adalah hak pemerintah daerah yang 

diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar 

kembali. 

44. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas 

Umum Daerah yang mengurangi saldo Anggaran Lebih 

dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak 

akan diperoleh pernbayarannya kembali oleh pemerintah 

daerah. 

45. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi 

jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, 

yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset 

atau timbulnya kewajiban. 

46. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang 

perlu dibayar kernbali dan/ a tau pengeluaran yang akan 
I 

.. 
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BAB 11 ......... 

keuangan yang disusun secara sistematis sebagai 

pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan 

keuangan pemerintah daerah. 

53. Badan Layanan Umurn Daerah yang selanjutnya 

disingkat BLUD '.adalah Unit Kerja pada Satuan Kerja 

Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah 

yang dibentuk untuk · memberikan pelayanan kepada 

masyarakat berupa penyediaan barang clan jasa yang 

dijual tanpa mengutamakan ·mencari keuntungan dan 

dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada. prinsip 

efisiensi dan produkrivitas. 

_.,. 

yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban 

pemerintah daerah. 
50. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntar.si 

agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan 

entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. 

51. Penyesuaian adalah transaksi penyesuaian pada akhir 

periode untuk mengakui pos-pos seperti persediaan, 

piutang, utang dan yang lain yang berkaitan dengan 

adanya perbedaan waktu pencatatan dan yang belum 

dicatat pada transaksi berjalan atau pada periode yang 

berjalan. 

52. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS 

adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi 

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa 

lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar 

sumber daya ekonomi pemerintah daerah, 
49. Ekuitas adalah kekayaan bersih pernerintah daerah 

48. 
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(3) SAP.D 

akuntansi dengan baik dan benar. 

merupakan suatu instrumen untuk rnengoperasionalkan 

prinsip-prinsip akuntansi yang telah ditetapkan dalam 

SAP dan kebijakan akuntansi. SAPD menunjukkan 

rangkaian proses akuntansi yang terdiri dari proses 

identifikasi transaksi . keuangan, menjurnal ke dalam 

buku jurnal, memposting ke buku besar, menyusun 

neraca saldo, menyusun kertas kerja konsolidasian, dan 

diakhiri dengan penyusunan laporan keuangan. 

(2) SAPD merupakan pedoman dalam pengelolaan 

keuangan, d an menjelaskan siapa melakukan apa 

dan menegaskan tentang transaksi apa saja yang dicatat 

dan bagaimana mencatatnya. Pada prinsipnya, SAPD 
I 

disusun agar para petugas yang menjalankan fungsi 

akuntansi dapat memahami dan menjalankan proses 
' 

(SAPD) Dae rah Pemerintah Akuntan~i (1) Sistem 

Pasal 3 

BAB III 

SISTEM AKUN'l"'AN'SI PEMERINTAH DAERAH 

rangka dengan pelaporan. keuangan dalam 

pertanggungj awaban pelaksanaan APBD. 

Pasal 2 

Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntasi Pemerintah 

Daerah ini bertujuan untuk memberikan Pedoman Dalam 

Pengelolaan Keuangan Daerah bagi SKPKD maupun seluruh 

SKPD dan BLUD di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Batang 

Hari yang meliputi : serangkaian prosedur muiai dari proses 

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sarnpai 

BABU 
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP 
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BAB V ........ 

(2) Fasili tasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mencakup mengkoordinasikan s e s u a i denga.n 

keten tuan perundang-undangan, melaksanakan 

soeia lisa si, supervi si dan bimbingan teknis, se rta 

memberikan petunjuk teknis atas Sis tern 

Akuntansi Pemerintah Daerah. 

(1) Kepala Bagian Ke uarigan Selaku Kuasa BUD 

melakukan fasilitasi Pelaksanaan Peraturan Bupati 

ini. 

Pasal 7 

B.ABIV 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Sistem dan Prosedur SAPD sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 6 

Basis yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah 

Daerah menggunakan basis akrual. Namun dalam hal 

anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, 

maka LRA disusun berdasarkan basis kas. 

' 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan 

sistematika sebagai berikut: 

1). Prosedur; 

2). Pihak-pihak terkait; 

3). Dokumen terkait; 

4). Jurnal standard; 

5). Langkah-langkah teknis. 

Pasal 5 

Pasal 4 

(3) SAPD berdasarkan elemen-elemen laporan realisasi 

anggaran, laporan 
I 
operasional, dan neraca Pemerintah 

Daerah. 
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BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HART 
TAHUN 2014 NOMOR f 88 

ALI PEDO 

Diundangkan di Muara Bulian 
Pada tanggal \ (, • \ 2. . 2014 

SEKRETARIS DAEFi:AH . ABUPATEN BATP,NG HARI 

BUPATI BATANG HARI, 

Ditetapkan di Muara Bulian 
Pada tanggal : \b · \ 2. "2014 

pengundangan Peraturan Bupati ini dengan p .nempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari. 

memerintahkan mengetahuinya, orang setiap Agar 

' Peraturan Bupati ini rnulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2015. 

Peraturan Bupati lainnya yang terkait dengan 

pengelolaan keuangan daerah sepanjang belum diganti 

dan tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini 

dinyatakan tetap berlaku. 

BAB IV 
KETEN'l'UAN PENUTUP 

Pasal 10 

BABV 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 8 



BUPATJ BATANG HARI 

· Xxx 

Bukti Memorial Pengakuan 
Pendapatan 
dan Belanja I 
darl dana 
BLUD 

Kredit f3~kenir~g Debet 
Kas PPK BLUD.... Xxx 
Belanja.... Xxx 

Pendapatan ... 

Transaksi 
-----......------------,· 

Dokumen 
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